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PERATI'RAN BUPATI ITATUNA
rrotroR 66. TATIUN 2015

TEilTAITG

PEIYDELE(EASIAIT KIBWTilAITGAtr PEUBERIAIT IzIil USAIIA UTXRO DAN
KTCIL KTPAI'A CAilIAT DI KABUPATEN ITATUNA

DEITGAN RAIIMAT TI'HAIT YANG MAIIA ESA

BIIPATT ISATUTSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2OL4 tentang Pedoman

Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil terkait dengan

Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat,

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro

dan kecil kepada Camat di Kabupaten Natuna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian

Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten

Natuna.

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 53 Tahun \ggg Tentang

Pembentukan Kabupaten Peialawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten l(arimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (kmbaran Negara

fiepublik Indonesia Tahun L999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Pembahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

Pembentrrkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
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2.

3.

4.

6.

7.

5.

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor J.07, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 Tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Namor a8661;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana

telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tahun 2OL4 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2AO8

Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor

55r2);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun

2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 83 Tahun 2OL4 tentang Pedoman Pemberian lan
Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2OL3

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati

Kepada Camat Unhrk Melaksanakan Urusan

8.



Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2013 Nomor 48);

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN pada

Kecamatan Se-Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2Al4 Nomor 49);

Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2Ol4 tentang

Pelimpahan kewenang Penerbitan iztn dan Non izin

Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2Ot4 Nomor 47);

MIilUTTI$KAIS:

MeNetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NATUNA

BAB I
K TEIYTUAIT IIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna.

5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

peror€rngan dan/atau badan usaha peror€mgan yang

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8 Tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah.

6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilalmkan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagran baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

9.

10.
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7.

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO8

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Izir: Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat

dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseor€ur.g atau

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha

mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

Pemilik Usaha Mikro dan Kecil Selanjutnya disingkat

dengan (PUMK) adalah or€u"rg yang melakukan usaha mikro

kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha

mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan

domisili pelaku usaha.

BAB II
RUAITG LIITGKUP, PRII{SIP DAIT TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini rneliputi

Pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;

b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;

c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalarn usaha.

Pasal 4

T\.rjuan pedoman pemberian IUMK adalah:

a" Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha

dilokasi yang telah ditetapkan;

b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke

lembaga keuangan bank dan non bank; dan

d. Mendapatkan kemudahan dalam Pemberdayaan dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga

lainnya.

8.

9.



BAB III
PEI,AKSAITAAIT

Pasal 5

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi

terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala

desa.

(2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil;

b. Iokasi pelaln-l usaha mikro dan kecil yang berada

diwilayah Kecamatan;

c. Jenis tempat usaha;

d. Bidang usaha;

e. Besarnya modal usaha.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan kepentingan urnum,

sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan,

ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.

Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(2) PUMK hams melengkapi dan menyampaikan berkas

pendaftaran kepada Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. Permohonan IUMK;

b. Pemeriksaan IUMK;

c. Pemberian IUMK;dan

d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.
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Pasal 7

PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.

Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit harrs melampirkan berkas permohonan

sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;

b. Karhr Tanda Penduduk;

c. Kartu Keluarga;

d. Pas photo terbam berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak

dua lembar;

e. Mengisi formulir yang memuat tentang:

1) Nama;

2l Nomor KTP;

3) Nomor Telepon;

4) Alamat;

5) Kegiatan Usaha;

6) Sarana usaha yang digunakan;

7l Jumlah Modal Usaha.

Pasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi

persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi

persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar

dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari

kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan

pendaftaran.



Pasal 9

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu

lembar.

(2) IUMK diterbitkan paling lambat L (satu) hari kerja sejak

tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran

diterima, lenglrap dan benar.

(3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak

dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 1O

(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada

pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:

a. Kop Surat.

b. Nama Izin.

c. Nomor Surat.

d. Dasar Hukum

e. Detail Pemohon, terdiri dari:

1) Nama

2l Nomor KTP

3) Nama Usaha

4l Alamat

5) Nomor Telepon

6) NPIuP

7l Bentuk Usaha

f. Stiker hologram anti pembajakan

g. Barcode

h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.

(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menggunakan perizinan secara manual.

Pasal L1

Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.

Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakr-rkan apabila pemegang IUMK melanggar

ketentuan pemndang-undangan.

(U
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Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

a melakukan kegiatan usaha

b mendapatkan informasi dan sosialisasi atau

pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha

c mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam

pemberdayaa.n dari pemerintah, pemerintah daerah

dan/atau lembaga lainnya.

d mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke

lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

a. mematuhi ketentuan perundang-undangan

b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a Memperdagangkan barang danlataujasa legal.

b PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV

uoI[rTt)RrI{G, EITALUASI DAIS PELIIBORAII

Pasal 15

(1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun

dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK

kepada Bupati.
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BAB V

PEUBIIYAAIS DAIT PEITGAWASAIT

Pasal 16

(1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan IUMK"

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalmkan

melalui:

a. Koordinasi dengan Kementerian terkait

b. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 17

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

Pendataan

Fasilitasi akses permodalan

Penguatan Kelembagaan

Pembinaan dan Pendampingan Bimbingan Teknis

Mengembangkan Kemitraan dengan dunia usaha

Sosialisasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

a.

b.

c.

d.

e.

f.



BAB VII
I(ETTTTUAT PEITUTUP

Pasd 2O

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkarl

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Ihbupaten Nattrna.

Ditetapkan di Nahrna
pada tanggal 7 Veg^*er Ao\q

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Dl4e^t er ZoE

BERITA DAEIRAH KABI'PATTIT TATUIIA TAIITTil 2(Jt.6ITOUOR f7

SEIIREIARIS DAERAII
I(ABT'PATEITITAfl IITA.

w,2
SYAilST'RI'ZON
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